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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, saat ini belum ada faktor pendukung
penerapan restorative justice untuk tindak pidana korupsi, sedangkan faktor
penghambatnya terdapat beberapa faktor. Pertama, faktor yuridis yaitu
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi mengunci peluang diterapkannya restorative justice
untuk tindak pidana korupsi, karena pengembalian kerugian keuangan
negara saja tidak menghapuskan dipidananya si pelaku. Kedua, faktor teknis
yaitu kesulitan dalam hal mengidentifikasi korban korupsi. Ketiga, faktor
instrumental, karena mekanisme penyelesaian belum tersedia. Selain itu,
dari faktor sosiologis, pandangan masyarakat soal kasus korupsi cukup
menjadi perhatian publik, sehingga potensi penolakan masyarakat sangat
besar. Mekanisme pengembalian kerugian negara yang selama ini ada di
dalam undang-undang belum cukup untuk mengoptimalkan pengembalian
kerugian keuangan negara dan mengenai perhitungan kerugian keuangan
negara saja jaksa pun sering kali mengalami kesulitan, sehingga sulit apabila
diterapkan restorative justice dengan mengikuti arah pemberantasan
korupsi follow the money. Di sisi lain, secara teori pada prinsipnya kasus
korupsi dapat dihentikan penuntutannya, namun bukan melalui pendekatan

restorative justice, melainkan dengan pendekatan liniency policy.
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B. SARAN

1. Apabila arah politik hukumnya menyelesaikan perkara pidana dengan
berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta
memasukkan pendekatan restorative justice untuk kasus korupsi
memang diperlukan kehati-hatian, terutama dari segi aturan, perangkat,
mekanisme, dan kualifikasi korban tindak pidana korupsi. Semuanya
harus diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang baru kemudian
diturunkan ke Peraturan Kejaksaan.

2. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dimaknai sebagai
pengejawantahan restorative justice, namun pengembalian kerugian

keuangan negara tersebut harus mampu menutup biaya sosial korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2022, Pengantar Restorative Justice,
Guepedia.

Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua), Sinar Grafika,
Jakarta.

Bambang Waluyo, 2017, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice, Raja
Grafindo Persada, Depok.

B. Herry Priyono, 2018, Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

Hendra Setyawan Theja, 2021, Analisa Asas Domitus Litis dan Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No
15 Tahun 2020, Global Aksara Pres, Surabaya.

Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, 2020, Delik-Delik Korupsi, Sinar
Grafika, Jakarta Timur.

Rodliyah dan Salim HS, 2022, Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca-
Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rajagrafindo Persada, Depok.

Sukardi, 2020, Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia,
Raja Grafindo Persada, Depok.

Syarifuddin, 2020, Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana
Korupsi (Implememtasi Perma Nomor 1 Tahun 2020), Kencana, Jakarta.

Tim SPORA, 2015, Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Direktorat
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan.

JURNAL:

Annemieke Wolthuis, dkk, 2019, “Dutch developments: restorative justice in
legislation and in practice”, The International Journal of Restorative
Justice, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2019.

Darda Pasmatuti, 2019, “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam
Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1,

60



Nomor. 1 Februari 2019, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil
Penelitian Ensiklopedia.

Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, 2022, “Tinjauan
Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana
Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara”, e-Journal
Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi limu
Hukum, Vol. 5, Nomor. 3 November 2022, Universitas Pendidikan
Ganesha.

Herwan Budiah, Dudu Duswara Macmudin, dan Joko T. Suroso, 2019, “Restorative
Justice dalam Tindak Pidana Koupsi Dikaitkan dengan Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal lustitia Omnibus, Vol. 1, Nomor. 1
Desember 2019, Universitas Langlangbuana.

Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, 2019, “Implementasi Restoratif Justice dalam
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rechten: Riset
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.1 Tahun 2019, Universitas Nusa
Putra.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang NoUmor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, 2003), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara.
Jakarta.

61



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811. Kejaksaan. Jakarta.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 947. Polri. Jakarta.

INTERNET:

Agus Sahbani, Penjelasan Kejaksaan Soal Polemik Korupsi Di Bawah Rp50 Juta
https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kejaksaan-soal-
polemik-korupsi-di-bawah-rp50-juta-1t61fbalf803a4f/?page=1, diakses
27 Oktober 2022.

CNN Indonesia, Johanis Tanak Bicara Restorative Justice Kasus Korupsi Usai
Dilantik, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028115429-12-
866529/johanis-tanak-bicara-restorative-justice-kasus-korupsi-usai-
dilantik, diakses 27 Oktober 2022.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Laporan Hasil Pemantauan Tren
Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022,
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%
20Semester%201%202022.pdf, diakses 27 Oktober 2022.

Hasril Hertanto, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi,
http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Penyidikan-dan-
Penuntutan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf, diakses 7 November 2022.

Institute for Criminal Justice Reform, Peluang dan Tantangan Penerapan Restoratif
Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia,
https://icjr.or.id/peluang-dan-tantangan-penerapan-restorative-justice-
dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/,  diakses  tanggal 5
November 2022.

KPK, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-
hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia, diakses
tanggal 5 November 2022.

62


https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kejaksaan-soal-polemik-korupsi-di-bawah-rp50-juta-lt61fba1f803a4f/?page=1
https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kejaksaan-soal-polemik-korupsi-di-bawah-rp50-juta-lt61fba1f803a4f/?page=1
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028115429-12-866529/johanis-tanak-bicara-restorative-justice-kasus-korupsi-usai-dilantik
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028115429-12-866529/johanis-tanak-bicara-restorative-justice-kasus-korupsi-usai-dilantik
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028115429-12-866529/johanis-tanak-bicara-restorative-justice-kasus-korupsi-usai-dilantik
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf
http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Penyidikan-dan-Penuntutan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Penyidikan-dan-Penuntutan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf
https://icjr.or.id/peluang-dan-tantangan-penerapan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/
https://icjr.or.id/peluang-dan-tantangan-penerapan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia

Nicolas Martua Siagian, Implementasi Biaya Sosial (Social Cost of Corruption)
sebagai Hukuman Finansial, https://kumparan.com/nicholas-martua-
siagian/implementasi-biaya-sosial-social-cost-of-corruption-sebagai-
hukuman-finansial-1wVdIDFjDBk/1, diakses tanggal 12 Desember 2022.

Tatang Guritno, Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp56,7 Triliun, Uang
Pengganti dari Koruptor Rp8,9 Triliun,
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-
kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp, diakses
27 Oktober 2022.

Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak
Asasi Manusia dan Demokrasi, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-
2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/, diakses tanggal 20
November 2022.

63


https://kumparan.com/nicholas-martua-siagian/implementasi-biaya-sosial-social-cost-of-corruption-sebagai-hukuman-finansial-1wVdlDFjDBk/1
https://kumparan.com/nicholas-martua-siagian/implementasi-biaya-sosial-social-cost-of-corruption-sebagai-hukuman-finansial-1wVdlDFjDBk/1
https://kumparan.com/nicholas-martua-siagian/implementasi-biaya-sosial-social-cost-of-corruption-sebagai-hukuman-finansial-1wVdlDFjDBk/1
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp
https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/
https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/

	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	PERNYATAAN KEASLIAN RISET
	BAB I
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Riset
	D. Manfaat Riset
	E. Keaslian Riset
	F. Batasan Konsep
	G. Metode Penelitian

	BAB II
	A. Tinjauan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
	1. Konsep restorative justice di Indonesia
	2. Aktor-aktor dalam restorative justice
	3. Cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui restorative justice dalam proses penuntutan
	Secara yuridis, penuntutan diatur di dalam Undang-Undang. Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP:
	Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
	Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menegaskan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntu...
	4. Mekanisme restorative justice dalam tahap penuntutan di Indonesia
	Restorative justice dilakukan melalui proses mediasi diantara para pihak, terutama korban dan pelaku. Mekanisme restorative justice dalam proses penuntutan diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 ...
	5. Perbandingan restorative justice di negara lain

	B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
	1. Pengertian umum tindak pidana korupsi
	2. Jenis tindak pidana korupsi di Indonesia
	C. Proses Penuntutan Tindak Pidana di Indonesia
	1. Pengertian penuntutan tindak pidana korupsi
	2. Proses penuntutan tindak pidana korupsi
	3. Penghentian penuntutan
	D. Analisis Peluang Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
	1. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan restorative justice dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi
	a. Faktor pendukung penerapan restorative justice dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi
	Secara normatif yuridis, saat ini tidak ada faktor pendukung penerapan restorative justice untuk kasus korupsi, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restorative justice untuk tindak pidana korupsi.
	b. Faktor penghambat penerapan restorative justice dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi
	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ada saat ini hanya mengatur secara umum saja, belum secara spesifik mengatur tentang restorative justice untuk tindak pidana...
	Restorative justice tidak dapat dilakukan terhadap kasus korupsi untuk saat ini, karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya dan prinsipnya harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa korban tindak pidana korupsi. Soal masyarakat menjadi korban kor...
	ICW tidak setuju apabila restorative justice diterapkan dalam kasus korupsi, namun sebagai sebuah prinsip bisa saja restorative justice diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Misalnya, anggaplah kita sepakat bahwa yang penting harus mengembalikan ker...
	Zaenur Rohman selaku peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam wawancara dengan penulis juga menyampaikan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak tepat apabila dilakukan dengan restorative justic...
	1) Tidak dapat ditentukan subjeknya
	Terkait dengan korupsi muncul pertanyaan siapa korbannya? dalam hal ini terdapat 2 macam korban, yaitu:
	2) Tidak dapat diselenggarakan proses perdamaiannya
	Restorative justice dilakukan melalui proses perdamaian atau mediasi antara korban dan pelaku. Terhadap tindak pidana korupsi pertanyaannya adalah bagaimana prosedur untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban? Apakah korban tindak pidana korup...
	3) Tidak ada satu ukuran yang pasti terkait besar kecilnya korupsi
	Ukuran besar kecilnya korupsi sangat relatif, contohnya dalam konteks keuangan negara di satu satuan kerja pemerintah pusat Rp50 juta itu dapat dikatakan kecil, tetapi Rp50 juta di desa itu besar atau Rp50 juta terkait anggaran keselamatan publik itu ...
	4) Bagaimana cara untuk membuat sederhana persidangan tindak pidana korupsi agar tidak lama?
	Lama tidaknya proses persidangan tindak pidana sangat bergantung pada Jaksa Penuntut Umum, jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sederhana dan pembuktiannya juga sederhana dengan kerugian yang tidak signifikan, maka prosesnya akan cepat, sederhana, d...
	5) Apabila restorative justice diterapkan dalam tindak pidana korupsi justru dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana baru, yaitu tindak pidana korupsi di dalam penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri.
	Hal ini dikarenakan terdapat peluang untuk tidak melalui proses pidana, sehingga orang akan semakin semangat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya para pihaknya bukan korban secara langsung tetapi diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pote...
	Terkait korupsi itu korbannya banyak dan ketika Jaksa Penuntut Umum mewakili rakyat Indonesia tanpa mandat, maka inilah yang menjadi potensi bagi pelaku untuk menyuap Jaksa Penuntut Umum semakin lebih tinggi, karena kewenangan Jaksa Penuntut Umum sang...
	6) Restorative justice dapat semakin menggerus penjeraan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

	2. Peluang penerapan restorative justice dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi
	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perkara korupsi tidak dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, na...
	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana...
	Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur mengenai ancaman pidana minimal melainkan hanya pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp150.000.000,00, namun di dalam pasal tersebut tidak terdapat korban, ...
	Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. dalam wawancara dengan penulis menyampaikan bahwa penuntutan dalam sistem hukum common law berbeda dengan penuntutan dalam sistem hukum civil law, perbedaan...
	1. Common law
	Kewenangan penuntutan bukan bersumber dari negara melainkan bersumber dari individu, kemudian penuntutan tersebut dilakukan oleh jaksa, tetapi meskipun demikian tidak menghapuskan kewenangan individu untuk melakukan penuntutan. Dalam sistem hukum comm...
	2. Civil law
	Dalam sistem hukum civil law menganut teori new contract social, dimana masyarakat telah memintakan sebagian kewenangannya untuk diatur oleh negara dan kemudian negara akan membuat batasan-batasan yang disebut dengan offences principle, ketika masyara...


	BAB III
	A. KESIMPULAN
	Berdasarkan hasil penelitian, saat ini belum ada faktor pendukung penerapan restorative justice untuk tindak pidana korupsi, sedangkan faktor penghambatnya terdapat beberapa faktor. Pertama, faktor yuridis yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19...
	B. SARAN

	DAFTAR PUSTAKA

